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[bookmark: _Toc232117589]1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan terhadap pelakunya dapat dijatuhi sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Dalam hukum pidana, tidak semua perbuatan tercela dapat langsung disebut sebagai tindak pidana, karena suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana bekerja berdasarkan asas legalitas, yaitu tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan pidana yang mengaturnya terlebih dahulu.[footnoteRef:1] [1:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59.] 

Secara sederhana, tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma hukum, bersifat melawan hukum, dan menimbulkan akibat hukum berupa pidana. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif, seperti mengambil barang milik orang lain, atau tindakan pasif, seperti tidak melakukan kewajiban hukum tertentu. Oleh karena itu, tindak pidana tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pelakunya.[footnoteRef:2] [2:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 47.] 

Istilah tindak pidana sering disamakan dengan istilah delik atau strafbaar feit. Dalam literatur hukum pidana, strafbaar feit diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum pidana. Istilah ini menekankan bahwa suatu perbuatan harus memenuhi unsur pidana terlebih dahulu sebelum seseorang dapat dinyatakan bersalah. Dengan demikian, tindak pidana tidak boleh dipahami secara bebas, tetapi harus dianalisis berdasarkan rumusan undang-undang.[footnoteRef:3] [3:  P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 181.] 

Tindak pidana juga memiliki hubungan erat dengan kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Hukum pidana hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, seperti keselamatan jiwa, kehormatan, kemerdekaan, ketertiban umum, dan hak milik. Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, kepentingan hukum yang dilindungi bukan hanya harta benda korban, tetapi juga keselamatan fisik dan rasa aman korban sebagai warga masyarakat.[footnoteRef:4] [4:  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 28.] 

Berdasarkan pengertian tersebut, tindak pidana dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban, memiliki sifat melawan hukum, dan diancam dengan pidana. Pemahaman ini penting sebagai dasar untuk menilai apakah suatu peristiwa hukum, termasuk pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, telah memenuhi syarat sebagai tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia
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Unsur-unsur tindak pidana merupakan bagian penting yang harus dibuktikan dalam setiap perkara pidana. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, seseorang tidak dapat dinyatakan melakukan tindak pidana. Pada umumnya, unsur tindak pidana terdiri dari unsur perbuatan, unsur melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kemampuan bertanggung jawab, serta unsur ancaman pidana. Setiap unsur tersebut harus dianalisis secara hati-hati agar penerapan hukum tidak dilakukan secara keliru.[footnoteRef:5] [5:  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 79.] 

Unsur pertama dalam tindak pidana adalah adanya perbuatan manusia. Perbuatan ini dapat berupa tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, perbuatan manusia dapat terlihat dari tindakan mengambil barang milik korban, melakukan kekerasan, mengancam korban, atau membantu pelaku lain dalam melakukan perbuatan tersebut.[footnoteRef:6] [6:  Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 13.] 

Unsur kedua adalah sifat melawan hukum. Suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hak orang lain, kewajiban hukum pelaku, atau norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam tindak pidana pencurian, sifat melawan hukum tampak dari tindakan mengambil barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk dimiliki secara tidak sah.[footnoteRef:7] [7:  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 88.] 

Unsur ketiga adalah kesalahan pelaku, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Kesalahan menjadi dasar penting dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang hanya dapat dipidana apabila ia melakukan perbuatan dengan sikap batin yang dapat dicela. Dalam pencurian dengan kekerasan, unsur kesengajaan biasanya terlihat dari adanya niat untuk mengambil barang milik korban dan penggunaan kekerasan untuk mempermudah perbuatan tersebut.[footnoteRef:8] [8:  E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hlm. 166.] 

Unsur berikutnya adalah kemampuan bertanggung jawab. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia mampu memahami perbuatannya dan menyadari akibat dari perbuatan tersebut. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab karena alasan tertentu yang diakui oleh hukum, maka pemidanaan terhadapnya dapat dikesampingkan. Oleh sebab itu, unsur tindak pidana tidak hanya menilai perbuatannya, tetapi juga keadaan pelakunya.[footnoteRef:9] [9:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 64.] 
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Jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan berdasarkan beberapa kategori. Salah satu pembagian yang umum dikenal adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan biasanya dipandang sebagai perbuatan yang lebih berat dan menyerang kepentingan hukum yang penting, sedangkan pelanggaran umumnya berkaitan dengan perbuatan yang tingkat kesalahannya lebih ringan. Pembagian ini dapat ditemukan dalam struktur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[footnoteRef:10] [10:  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 26.] 

Tindak pidana juga dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, sehingga delik dianggap selesai ketika perbuatan tersebut dilakukan. Sementara itu, tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Pembagian ini penting untuk menentukan kapan suatu tindak pidana dianggap telah terjadi secara hukum.[footnoteRef:11] [11:  Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 87.] 

Selain itu, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana karena kealpaan. Tindak pidana sengaja terjadi apabila pelaku memang menghendaki perbuatannya atau mengetahui akibat yang mungkin timbul. Sementara itu, tindak pidana karena kealpaan terjadi apabila pelaku tidak berhati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam pencurian dengan kekerasan, bentuk kesalahan yang dominan adalah kesengajaan.[footnoteRef:12] [12:  Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 251.] 

Tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan objek hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa, tubuh, kehormatan, kemerdekaan, ketertiban umum, dan harta benda. Pencurian termasuk dalam tindak pidana terhadap harta benda karena menyerang hak milik seseorang. Namun, apabila pencurian dilakukan dengan kekerasan, maka perbuatan tersebut juga berkaitan dengan perlindungan terhadap tubuh dan keselamatan korban.[footnoteRef:13] [13:  Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 71.] 

Dengan memahami jenis-jenis tindak pidana, analisis terhadap suatu perkara dapat dilakukan secara lebih tepat. Dalam penelitian mengenai pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, jenis tindak pidana yang dikaji adalah kejahatan terhadap harta benda yang disertai kekerasan terhadap orang. Oleh karena itu, penelitian tidak hanya membahas unsur pencurian, tetapi juga unsur kekerasan dan penyertaan pelaku dalam perbuatan pidana.
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Pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Secara umum, pencurian dapat dipahami sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam hukum pidana, pencurian tidak hanya dilihat dari adanya barang yang berpindah dari korban kepada pelaku, tetapi juga dari adanya niat jahat pelaku untuk menguasai barang tersebut tanpa hak.[footnoteRef:14] [14:  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 249.] 

Pencurian dalam KUHP merupakan delik yang menyerang hak milik seseorang. Hak milik sebagai kepentingan hukum perlu dilindungi karena berkaitan dengan rasa aman, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Apabila hak milik seseorang dapat diambil secara bebas oleh orang lain, maka kehidupan sosial akan terganggu dan masyarakat kehilangan rasa aman terhadap benda yang dimilikinya.[footnoteRef:15] [15:  Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 15.] 

Pengertian pencurian juga harus dipahami dari unsur “mengambil”. Mengambil berarti memindahkan suatu barang dari tempat semula ke dalam kekuasaan pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perbuatan mengambil tersebut harus dilakukan tanpa izin atau tanpa hak dari pemilik barang. Oleh karena itu, unsur mengambil menjadi bagian penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian.[footnoteRef:16] [16:  P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.] 

Selain unsur mengambil, pencurian juga mensyaratkan bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Artinya, seseorang tidak dapat disebut mencuri apabila barang yang diambil sepenuhnya merupakan miliknya sendiri. Namun, apabila barang tersebut sebagian merupakan milik orang lain, maka pengambilan secara sepihak tetap dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.[footnoteRef:17] [17:  Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 5.] 

Dengan demikian, pencurian dapat disimpulkan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki. Dalam konteks penelitian ini, pengertian pencurian menjadi dasar awal untuk memahami tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena Pasal 365 KUHP tetap berangkat dari unsur utama pencurian, lalu diperberat karena adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.
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Dasar hukum utama tindak pidana pencurian dalam KUHP terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Rumusan ini menjadi dasar umum untuk menilai semua bentuk pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan.[footnoteRef:18] [18:  Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 140.] 

Pasal 362 KUHP dikenal sebagai bentuk pencurian biasa. Disebut pencurian biasa karena pasal ini hanya mengatur unsur pokok pencurian tanpa adanya keadaan yang memberatkan. Unsur pokok tersebut meliputi perbuatan mengambil, objek berupa barang, barang milik orang lain, dan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perbuatan pelaku dapat dikenakan Pasal 362 KUHP.[footnoteRef:19] [19:  Leden Marpaung, Tindak Pidana terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 21.] 

Selain Pasal 362 KUHP, KUHP juga mengenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan terjadi apabila pencurian dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pada waktu malam, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan ancaman lebih berat terhadap pencurian yang dilakukan dalam situasi tertentu.[footnoteRef:20] [20:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 139.] 

Selanjutnya, Pasal 365 KUHP mengatur mengenai pencurian dengan kekerasan. Dalam pasal ini, pencurian menjadi lebih berat karena dilakukan dengan didahului, disertai, atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Kekerasan tersebut dapat dilakukan untuk mempersiapkan, mempermudah, memungkinkan pelarian, atau mempertahankan barang yang dicuri. Oleh sebab itu, Pasal 365 KUHP memiliki karakter yang lebih serius dibandingkan pencurian biasa.[footnoteRef:21] [21:  Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 126.] 

Dalam penelitian ini, dasar hukum yang paling relevan adalah Pasal 365 KUHP karena perkara yang dikaji berkaitan dengan pencurian yang disertai kekerasan dan dilakukan secara bersama-sama. Namun, pemahaman terhadap Pasal 362 KUHP tetap diperlukan karena Pasal 365 KUHP tidak dapat dilepaskan dari unsur pokok pencurian. Dengan kata lain, sebelum membuktikan adanya kekerasan, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa telah terjadi perbuatan pencurian.
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Unsur pertama tindak pidana pencurian adalah adanya perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil berarti adanya tindakan pelaku untuk memindahkan barang dari penguasaan korban ke dalam penguasaan pelaku. Unsur ini tidak selalu harus dilakukan dengan membawa barang secara jauh, karena yang terpenting adalah barang tersebut telah berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata.[footnoteRef:22] [22:  Tongat, Hukum Pidana Materiil, (Malang: UMM Press, 2015), hlm. 165.] 

Unsur kedua adalah adanya sesuatu barang sebagai objek pencurian. Barang yang dimaksud dalam tindak pidana pencurian tidak terbatas pada benda bernilai besar, tetapi mencakup setiap benda yang memiliki nilai dan dapat dikuasai. Dalam perkara pencurian dengan kekerasan, objek yang diambil dapat berupa sepeda motor, handphone, dompet, uang, atau benda lain yang berada dalam penguasaan korban.[footnoteRef:23] [23:  P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 193.] 

Unsur ketiga adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur ini menegaskan bahwa pencurian hanya terjadi apabila barang yang diambil bukan sepenuhnya milik pelaku. Apabila barang tersebut masih memiliki hubungan kepemilikan dengan orang lain, maka pengambilan tanpa hak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.[footnoteRef:24] [24:  S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm. 590.] 

Unsur keempat adalah adanya maksud untuk memiliki barang secara melawan hukum. Maksud untuk memiliki menunjukkan adanya kehendak pelaku untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Sementara itu, sifat melawan hukum menunjukkan bahwa penguasaan terhadap barang dilakukan tanpa hak, tanpa izin, dan bertentangan dengan hukum.[footnoteRef:25] [25:  E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hlm. 238.] 

Keempat unsur tersebut harus dibuktikan secara kumulatif. Artinya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan pelaku tidak dapat dikualifikasikan sebagai pencurian. Dalam kaitannya dengan Pasal 365 KUHP, unsur pencurian tersebut harus terlebih dahulu terbukti sebelum unsur kekerasan dan unsur dilakukan secara bersama-sama dianalisis lebih lanjut.[footnoteRef:26] [26:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 41.] 
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Jenis pencurian yang pertama adalah pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian biasa terjadi apabila seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa disertai keadaan yang memberatkan. Jenis pencurian ini menjadi bentuk dasar dari seluruh ketentuan pencurian dalam KUHP.[footnoteRef:27] [27:  Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 130.] 

Jenis kedua adalah pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian ini disebut dengan pemberatan karena dilakukan dalam keadaan tertentu yang dianggap lebih berbahaya atau lebih merugikan masyarakat. Misalnya pencurian ternak, pencurian pada waktu malam, pencurian oleh dua orang atau lebih, atau pencurian dengan cara merusak dan memanjat.[footnoteRef:28] [28:  Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 265.] 

Jenis ketiga adalah pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pencurian ringan pada umumnya berkaitan dengan nilai barang yang relatif kecil dan keadaan perbuatan yang tidak termasuk dalam bentuk pemberatan tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP membedakan pencurian berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.[footnoteRef:29] [29:  Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 82.] 

Jenis keempat adalah pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian ini merupakan bentuk pencurian yang lebih berat karena dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Kekerasan dapat terjadi sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan. Oleh karena itu, pencurian dengan kekerasan tidak hanya menyerang harta benda, tetapi juga keselamatan fisik korban.[footnoteRef:30] [30:  Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Hukum Pidana II, (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984), hlm. 37.] 

Jenis kelima adalah pencurian dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP. Pencurian ini memiliki karakter khusus karena berkaitan dengan hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Dalam beberapa keadaan, penuntutan terhadap pelaku bergantung pada adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pembagian jenis-jenis pencurian ini penting untuk menentukan pasal yang tepat terhadap suatu peristiwa pidana.[footnoteRef:31] [31:  Laden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 105.] 
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Penyertaan atau deelneming dalam hukum pidana merupakan keadaan ketika suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi melibatkan dua orang atau lebih. Dalam keadaan demikian, hukum pidana perlu menentukan kedudukan masing-masing orang yang terlibat, apakah sebagai pelaku utama, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, atau membantu melakukan tindak pidana. Konsep penyertaan menjadi penting karena tidak semua orang yang berada dalam suatu peristiwa pidana memiliki peran dan tanggung jawab yang sama.[footnoteRef:32] [32:  Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 71.] 

Dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama, penyertaan dapat terlihat dari adanya kerja sama antara beberapa orang dalam melakukan perbuatan pidana. Kerja sama tersebut dapat berbentuk pembagian tugas, misalnya ada yang melakukan kekerasan terhadap korban, ada yang mengambil barang, ada yang mengawasi keadaan sekitar, atau ada yang membantu pelaku melarikan diri. Oleh karena itu, penyertaan tidak hanya dinilai dari siapa yang mengambil barang secara langsung, tetapi juga dari hubungan peran antar pelaku.[footnoteRef:33] [33:  E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hlm. 337.] 

Penyertaan dalam hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk memperluas pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang ikut berperan dalam terjadinya tindak pidana. Apabila hukum pidana hanya menghukum orang yang melakukan perbuatan secara langsung, maka pihak lain yang membantu atau mendorong terjadinya kejahatan dapat terlepas dari tanggung jawab. Oleh sebab itu, penyertaan menjadi instrumen penting untuk menjangkau seluruh pihak yang secara sadar terlibat dalam tindak pidana.[footnoteRef:34] [34:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 204.] 

Dalam konteks pencurian dengan kekerasan, penyertaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena kejahatan seperti ini sering dilakukan secara berkelompok. Keberadaan lebih dari satu pelaku dapat meningkatkan keberanian pelaku, memperbesar tekanan terhadap korban, dan mempermudah keberhasilan tindak pidana. Dengan demikian, analisis penyertaan diperlukan untuk melihat apakah para pelaku memiliki kehendak bersama dan kesadaran untuk melakukan pencurian dengan kekerasan.[footnoteRef:35] [35:  Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 80.] 

Berdasarkan uraian tersebut, penyertaan dapat dipahami sebagai keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana yang masing-masing dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan kontribusinya. Dalam penelitian ini, konsep penyertaan digunakan untuk menganalisis pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana tergambar dalam BAP di Polsek Dolok Masihul.
[bookmark: _Toc232117599]2. 	Dasar Hukum Penyertaan (Pasal 55 dan 56 KUHP)
Dasar hukum penyertaan dalam KUHP diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengatur pihak-pihak yang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana, yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, dan orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tidak selalu terbatas pada orang yang secara fisik melakukan seluruh perbuatan pidana.[footnoteRef:36] [36:  Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 27.] 

Pasal 55 KUHP memiliki peran penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap beberapa orang yang terlibat secara aktif dalam tindak pidana. Dalam pencurian dengan kekerasan yang dilakukan bersama-sama, seseorang dapat dianggap turut serta melakukan apabila ia bekerja sama secara sadar dengan pelaku lain untuk mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian, adanya kesengajaan bersama menjadi hal penting dalam membuktikan penyertaan.[footnoteRef:37] [37:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 112.] 

Selain Pasal 55 KUHP, Pasal 56 KUHP mengatur mengenai pembantuan dalam tindak pidana. Pembantuan terjadi apabila seseorang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Berbeda dengan turut serta melakukan, pembantu biasanya memiliki peran yang tidak sekuat pelaku utama, tetapi tetap memberi kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.[footnoteRef:38] [38:  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 74.] 

Perbedaan antara turut serta melakukan dan membantu melakukan perlu dipahami secara cermat. Turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama yang erat dan aktif dalam pelaksanaan tindak pidana, sedangkan membantu melakukan lebih menekankan pada dukungan atau bantuan yang mempermudah terjadinya tindak pidana. Perbedaan ini penting karena dapat memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.[footnoteRef:39] [39:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 52.] 

Dalam penelitian ini, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP menjadi dasar penting untuk menganalisis keterlibatan para pelaku dalam perkara pencurian dengan kekerasan. Melalui ketentuan tersebut, dapat dilihat apakah masing-masing orang yang terlibat dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, turut serta melakukan, atau hanya membantu melakukan tindak pidana.
[bookmark: _Toc232117600]3. 	Bentuk-Bentuk Penyertaan
Bentuk penyertaan yang pertama adalah pleger atau orang yang melakukan tindak pidana. Pleger adalah pelaku yang secara langsung memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, pleger dapat berupa orang yang secara langsung mengambil barang milik korban dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan.[footnoteRef:40] [40:  Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 119.] 

Bentuk penyertaan yang kedua adalah doenpleger atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana. Dalam bentuk ini, seseorang menggunakan orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, sedangkan orang yang disuruh biasanya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena alasan tertentu. Bentuk ini menunjukkan bahwa pelaku intelektual dapat tetap dimintai pertanggungjawaban meskipun ia tidak melakukan perbuatan secara langsung.[footnoteRef:41] [41:  an Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 307.] 

Bentuk penyertaan yang ketiga adalah medepleger atau turut serta melakukan tindak pidana. Medepleger terjadi apabila dua orang atau lebih secara sadar bekerja sama melakukan tindak pidana. Dalam pencurian dengan kekerasan, medepleger dapat terlihat apabila beberapa orang secara bersama-sama menyerang korban, menguasai korban, mengambil barang, atau membantu agar perbuatan pidana berhasil dilakukan.¹³
Bentuk penyertaan berikutnya adalah uitlokker atau penganjur. Penganjur adalah orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana melalui pemberian janji, penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, tipu daya, atau sarana tertentu. Meskipun penganjur tidak selalu berada di tempat kejadian, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila anjurannya menjadi sebab orang lain melakukan tindak pidana.[footnoteRef:42] [42:  Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 300.] 

Selain bentuk-bentuk dalam Pasal 55 KUHP, terdapat pula medeplichtige atau pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHP. Pembantu tidak selalu menjadi pelaku utama, tetapi memberikan bantuan yang memudahkan tindak pidana dilakukan. Dalam perkara pencurian bersama-sama, pembantu dapat berupa orang yang menyediakan alat, memberi informasi tentang keadaan korban, atau membantu pelaku melarikan diri setelah perbuatan pidana terjadi.[footnoteRef:43] [43:  Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 153.] 

[bookmark: _Toc232117601]D. 	Gambaran Umum Kekerasan
[bookmark: _Toc232117602]1. Pengertian Kekerasan dalam Hukum Pidana
Kekerasan dalam hukum pidana merupakan suatu perbuatan yang menggunakan tenaga fisik atau ancaman untuk menimbulkan rasa sakit, penderitaan, atau ketakutan pada orang lain. Dalam konteks hukum pidana, kekerasan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang menyebabkan luka fisik, tetapi juga mencakup ancaman yang dapat menimbulkan tekanan psikologis terhadap korban. Oleh karena itu, konsep kekerasan memiliki cakupan yang cukup luas dalam praktik penegakan hukum.[footnoteRef:44] [44:  Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 102.] 

Pengertian kekerasan dalam KUHP tidak dirumuskan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, tetapi dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan yang mengatur tindak pidana yang melibatkan unsur kekerasan, seperti penganiayaan, pemerasan, dan pencurian dengan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan merupakan unsur yang sering digunakan untuk memperberat suatu tindak pidana.[footnoteRef:45] [45:  R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 254.] 

Dalam doktrin hukum pidana, kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau benda yang dapat mengakibatkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan juga dapat berupa tindakan yang bertujuan untuk memaksa seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, kekerasan tidak selalu harus menimbulkan luka, tetapi cukup apabila menimbulkan tekanan atau paksaan terhadap korban.[footnoteRef:46] [46:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 145.] 

Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan, unsur kekerasan memiliki fungsi penting sebagai faktor pemberat. Kekerasan digunakan oleh pelaku untuk mempermudah terjadinya pencurian, menguasai korban, atau mempertahankan barang yang telah diambil. Oleh karena itu, keberadaan unsur kekerasan menjadi pembeda utama antara pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan.[footnoteRef:47] [47:  P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 68.] 

Berdasarkan uraian tersebut, kekerasan dalam hukum pidana dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang menggunakan kekuatan fisik atau ancaman untuk menimbulkan penderitaan atau tekanan terhadap orang lain. Dalam penelitian ini, pengertian kekerasan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis apakah perbuatan pelaku dalam BAP telah memenuhi unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP.
[bookmark: _Toc232117603]2. Bentuk-Bentuk Kekerasan (Fisik dan Non-Fisik)
Kekerasan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan tubuh yang secara langsung menyerang fisik korban, seperti memukul, menendang, menampar, atau melukai korban dengan benda tertentu. Kekerasan fisik biasanya mudah dibuktikan karena meninggalkan bekas atau luka pada tubuh korban.[footnoteRef:48] [48:  E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2012), hlm. 412.] 

Selain kekerasan fisik, terdapat pula kekerasan non-fisik yang sering disebut sebagai kekerasan psikis atau ancaman kekerasan. Kekerasan non-fisik tidak selalu menimbulkan luka pada tubuh korban, tetapi dapat menimbulkan rasa takut, tekanan mental, atau ketidakberdayaan. Contohnya adalah ancaman dengan senjata, intimidasi, atau tindakan yang membuat korban tidak berani melawan pelaku.[footnoteRef:49] [49:  Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 88.] 

Dalam praktiknya, kekerasan fisik dan non-fisik sering terjadi secara bersamaan dalam suatu tindak pidana. Misalnya dalam pencurian dengan kekerasan, pelaku dapat terlebih dahulu mengancam korban agar tidak melawan, kemudian menggunakan kekerasan fisik untuk melumpuhkan korban. Kombinasi antara kedua bentuk kekerasan ini dapat memperkuat posisi pelaku dalam menguasai korban dan barang yang diinginkan.[footnoteRef:50] [50:  Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 134.] 

Pembagian bentuk kekerasan ini penting untuk kepentingan pembuktian dalam hukum pidana. Kekerasan fisik dapat dibuktikan melalui visum et repertum, keterangan saksi, atau barang bukti lainnya. Sementara itu, kekerasan non-fisik dapat dibuktikan melalui keterangan korban dan saksi mengenai adanya ancaman atau tekanan yang dialami. Oleh karena itu, penyidik harus cermat dalam mengidentifikasi bentuk kekerasan yang terjadi.[footnoteRef:51] [51:  M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 289.] 

Dalam kaitannya dengan Pasal 365 KUHP, baik kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan dapat menjadi dasar untuk memperberat tindak pidana pencurian. Artinya, meskipun pelaku tidak secara langsung melukai korban, tetapi apabila terdapat ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut, maka unsur kekerasan tetap dapat dianggap terpenuhi secara hukum.[footnoteRef:52] [52:  Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 77.] 

[bookmark: _Toc232117604]3. 	Unsur Kekerasan dalam KUHP
Unsur kekerasan dalam KUHP sering dikaitkan dengan penggunaan tenaga atau ancaman yang ditujukan kepada orang lain. Dalam konteks Pasal 365 KUHP, kekerasan atau ancaman kekerasan harus memiliki hubungan dengan tindak pidana pencurian, yaitu dilakukan untuk mempersiapkan, mempermudah, atau melancarkan pencurian. Oleh karena itu, tidak semua kekerasan dapat dikaitkan dengan pencurian, tetapi harus memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan tersebut.[footnoteRef:53] [53:  Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 132.] 

Kekerasan dalam Pasal 365 KUHP dapat terjadi sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan. Kekerasan sebelum pencurian biasanya bertujuan untuk melumpuhkan korban, sedangkan kekerasan pada saat pencurian bertujuan untuk menguasai barang. Sementara itu, kekerasan setelah pencurian dilakukan bertujuan untuk mempertahankan barang atau memungkinkan pelaku melarikan diri. Ketiga bentuk ini sama-sama memiliki nilai hukum dalam menentukan terpenuhinya unsur kekerasan.[footnoteRef:54] [54:  Jan Remmelink, Hukum Pidana, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 310.] 

Selain itu, kekerasan dalam KUHP tidak selalu harus menyebabkan luka berat. Bahkan, tindakan ringan seperti mendorong, menarik, atau mengancam korban dengan kata-kata tertentu dapat dikategorikan sebagai kekerasan apabila dilakukan untuk memaksa korban. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kekerasan dalam hukum pidana memiliki interpretasi yang luas dan tidak terbatas pada luka fisik yang berat.[footnoteRef:55] [55:  Utrecht, Hukum Pidana I, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 278.] 

Pembuktian unsur kekerasan dalam praktik hukum pidana menjadi hal yang sangat penting karena menentukan penerapan pasal yang tepat. Apabila unsur kekerasan tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan pelaku hanya dapat dikualifikasikan sebagai pencurian biasa. Sebaliknya, apabila unsur kekerasan terbukti, maka pelaku dapat dikenakan Pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat.[footnoteRef:56] [56:  Sudarto, Hukum Pidana I, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 96.] 

Dengan demikian, unsur kekerasan dalam KUHP merupakan faktor penting yang membedakan antara tindak pidana pencurian biasa dan pencurian dengan kekerasan. Dalam penelitian ini, analisis terhadap unsur kekerasan akan difokuskan pada kesesuaian antara fakta yang terdapat dalam BAP dengan ketentuan Pasal 365 KUHP, sehingga dapat diketahui apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur kekerasan secara hukum.[footnoteRef:57] [57:  Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 167.] 
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